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BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG
TARIF RETRIBUSI GEDUNG WANITA
KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI BATANG,

bahwa berdasarkan Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten
Batang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Usaha perlu meninjau kembali tarif retribusi gedung
wanita Kabupaten Batang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penetapan Tarif Retribusi gedung wanita
Kabupaten Batang;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bcebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286};

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5657);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

Pereaturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akutansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2015 Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 12;

Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 (Berita
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 54);




16. Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah
Kabupaten Batang tahun 2014 Nomor 68),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI GEDUNG
WANITA KABUPATEN BATANG.

Pasal 1

Besar tarif retribusi gedung wanita Kabupaten Batang sbb:

No. Jenis Pemakaian Peruntukan Satuap Tarif Retribusi
Pemakaian
1 | Gedung:
Gedung Wanita - Umum 8 Jam Rp. 900.000,-
- Instansi 8 Jam Rp. 450.000,-
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 6 Pebruari 2015

BUPATI BATANG.

ttd
Diundangkan di Batang
pada tanggal 6 Februari 2015 YOYOK RIYO SUDIBYO
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,
ttd
NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum

Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001
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